b. Bagi seluruh masyarakat luas seharusnya segera melakukan proses balik
nama ketika telah mempunyai setifikat hak milik karena pewarisan atau
karena peralihan hak milik lainnya contohnya jual beli mengingat proses
balik nama tersebut sangatlah penting sehingga tidak disarankan untuk
menunda-nunda meskipun peralihan hak milik tersebut dilakukan antar
keluarga atau kerabat terdekat.

3. Bagi Dinas terkait
Bagi dinas yang terkait dengan proses balik nama setifikat hak milik atas
tanah dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat
seyogyanya agar lebih meningkatkan kwalitas pelayanan bagi para
pemohon lebih baik lagi agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar
dan cepat. Selain itu seharusnya dapat memberikan sosialisasi atau
penyuluhan pada warga tentang pentingnya proses balik nama setifikat

melalui RT.
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